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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjadikan pajak sebagai sumber

penerimaan utama negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan

pembangunan. Pajak menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh setiap wajib

pajak, yang akan dikelola oleh negara atau daerah. Hal ini diatur dengan jelas

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, dimana pajak

menjadi kontribusi wajib kepada negara yang dihimpun dari orang pribadi atau

badan dan bersifat memaksa, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, pembangunan nasional maupun

pembangunan daerah tidak akan berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan,

banyak kegiatan negara maupun daerah yang sangat bergantung pada penerimaan

yang berasal dari pajak.

Sejak tanggal 1 Januari 2010, Indonesia telah memberlakukan era otonomi

daerah. Tujuan dari otonomi daerah ini telah disampaikan dalam Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004, pasal 2 ayat (3) yang mengatakan bahwa pemerintah

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya,

kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing

daerah. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah ini, maka daerah akan berkreasi

dalam mencari sumber pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk

membiayai pengeluaran pemerintah daerahnya.

Pendapatan suatu daerah berasal dari beberapa sumber, yaitu Pendapatan

Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang

sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pendapatan Daerah

merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
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bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sebagai sumber

Pendapatan bagi daerah maka setiap tahunnya terintergrasi dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen kebijakan operasional

dari strategi pembangunan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan (Peraturan

Daerah). Pendapatan daerah yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi

masing-masing daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.

Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah petama kali diatur

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. Undang-

undang ini mulai diberlakukan pada tanggal 23 Mei 1997. Tujuan

diberlakukannya undang-undang ini adalah untuk menyederhanakan dan

memperbaiki jenis dan struktur perpajakan daerah, meningkatkan pendapatan

daerah, memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah dan retribusi daerah

sejalan dengan sistem administrasi perpajakan nasional, mengklasifikasikan

retribusi, dan menyederhanakan tarif pajak dan retribusi.

Kemudian pada tanggal 20 Desember 2000, UU No. 18 Tahun 1997

diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Undang-

undang ini memuat beberapa perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997. Dan sejak

tanggal 1 Januari 2010 hingga saat ini undang-undang tersebut digantikan oleh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur

mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Didalam UU No.28 Tahun 2009,

terdapat penambahan empat jenis pajak daerah, satu jenis pajak provinsi dan tiga

jenis pajak kabupaten/kota. Semula terdapat sebelas jenis pajak daerah, empat

jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota. Saat ini jumlah pajak

daerah tersebut menjadi enam belas jenis pajak daerah, lima jenis pajak provinsi

dan sebelas jenis pajak kabupaten/kota.
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Semua Pajak

Uraian
2016 % 2017 %

Target Realisasi Target Realisasi

Hotel 240.000.000 244.330.687
101.80

260.000.000 320.694.042
123.34

Restoran 3.125.000.000 4.703.833.295
150.52

3.500.000.000 4.546.110.459
129.88

Hiburan 50.000.000 52.089.640
104.17

50.000.000 80.656.450
161.31

Reklame 600.000.000 727.072.650
121.17

700.000.000 783.561.650
111.93

Penerangan
Jalan 18.750.000.000 20.328.293.724

108.41
20.000.000.000 24.237.410.888

121.18

Parkir 18.000.000 21.377.320
118.76

19.000.000 29.188.500
153.62

Air Bawah
Tanah 750.000.000 940.144.094

125.35
800.000.000 950.580.679

118.82

Bumi dan
Bangunan 13.200.000.000 13.256.021.309

100.42
14.900.000.000 16.762.841.143

112.50

BPHTB 3.300.000.000 3.904.726.459
118.32

6.500.000.000 10.297.541.832
158.42

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

Beberapa macam pajak yang dipungut oleh Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Probolinggo diantaranya yaitu pajak reklame, pajak restoran, pajak

hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak BPHTB, serta

pajak air bawah tanah. Jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang dikelola

oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo tersebut adalah pajak

reklame. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame

adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak

ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan,

menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk

menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan

atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali

yang dilakukan oleh pemerintah. Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan

perusahaan atau industri akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak

reklame karena salah satu bauran pemasaran sebuah industri adalah promosi yang

terdiri antara lain iklan, reklame dan promosi penjualan. Pajak reklame sebagai

salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi perlu dilakukan

pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan
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dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Probolinggo.

Pajak reklame di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo di atur

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo nomor 15 tahun 2015 tentang

pajak reklame, Peraturan Bupati Probolinggo nomor 2 tahun 2017 tentang tata

cara penyelenggaraan reklame di kabupaten probolinggo, dan Peraturan Bupati

Probolinggo nomor 40 tahun 2011 tentang tata cara penetapan dan pemungutan

pajak reklame.

Pemasukan dari pajak reklame didapat dari nilai sewa reklame yang

dipasang dengan tarif sewa reklame berdasarkan dari lokasi pemasangan reklame,

lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Pihak-pihak yang

menggunakan jasa reklame dari bidang pendidikan, industri, perhotelan, hiburan,

bank-bank dan lembaga keuangan, transportasi, komunikasi dan pihak

pemerintah.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame

Tahun Target Realisasi %

2013 435.000.000,00 436.041.550,00 100,24%

2014 375.000.000,00 380.863.200,00 101,56%

2015 400.000.000,00 402.415.560,00 100,60%

2016 600.000.000,00 727.072.650,00 121,18%

2017 700.000.000,00 783.561.650,00 111,94%

Sumber: BKD Kab. Probolinggo (data diolah)

Pajak reklame seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi

peningkatan pendapatan asli daerah Badan Keuangan Daerah Kab. Probolinggo

dikarenakan setiap tahunnya semakin banyak reklame yang terpasang disepanjang

jalan. Realisasi penerimaan pajak reklame di BKD Kab. Probolinggo setiap

tahunnya mencapai dari jumlah yang ditargetkan. Dapat dilihat realisasinya dari

tahun 2013 hingga desember tahun 2017. Presentasi penerimaan pada tahun 2013

mencapai target 100,24 % atau (Rp 436.041.550), tahun 2014 mencapai target
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101,56 % atau (Rp 380.863.200), pada tahun 2015 mencapai target menjadi

100,60 % atau (Rp 402.415.560), pada tahun 2016 mencapai target menjadi

121,18 % atau (Rp 727.072.650), dan pada tahun 2017 mencapai target menjadi

111,94 % atau (Rp 783.561.650). Berikut tabel 1.1 mengenai target dan realisasi

Pajak Reklame.

Upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak reklame di

Kabupaten Probolinggo dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang

terbaik atau yang sering dikenal dengan istilah Pelayanan Prima juga dapat

tercapai. Pelayanan prima bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, karena

dibutuhkan partisipasi dan komitmen yang tinggi dari pimpinan dan pegawai

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dan tidak kalah penting peran

serta masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak sebagai pihak yang dilayani.

Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo adalah

Terwujudnya Kabupaten Probolinggo Yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri,

Berwawasan Lingkungan dan Berakhlak Mulia.

Misi yang pertama yaitu Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui

Peningkatan Daya Saing Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kerakyatan,

dan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Yang Berkelanjutan.

Misi yang kedua yaitu Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia

Melalui Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam

Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih.

Sedangkan alasan memilih pajak reklame, yaitu pajak reklame memiliki

peran yang penting dalam mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan

pendapatan daerah di Kabupaten Probolinggo. Selain itu, realisasi pajak reklame

sudah mencapai target akan tetapi jika dibandingkan dengan kota yang lain masih

sangat kecil, padahal masih banyak tempat-tempat strategis untuk pemasangan

reklame.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul tentang

“Prosedur Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Reklame Oleh Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Prosedur Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Reklame Oleh Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo ?

1.3 Tujuan (PKN)

Adapun tujuan dari Pratek kerja nyata adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tentang prosedur pemungutan dan penyetoran

pajak reklame di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

1.4 Manfaat (PKN)

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut.

a. Bagi Mahasiswa

1. Menambah wawasan penulis terutama mengenai prosedur

pemungutan dan penyetoran pajak reklame di Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Probolinggo.

2. Agar dapat mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh selama

masa perkuliahan dalam kegiatan selama pelaksanaan Praktek Kerja

Nyata ini.

b. Bagi Universitas

1. Menjalin kerjasama yang baik antara pihak Universitas dengan

Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

2. Memberikan uji nyata atas ilmu yang diperoleh selama di

perkuliahan.

c. Bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

1. Adanya masukan yang membangun dari mahasiswa yang melakukan

Praktek Kerja Nyata.

2. Instansi akan mendapat informasi yang terbaru dari mahasiswa yang

melakukan Praktek Kerja Nyata.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur menurut beberapa para ahli Menurut Mulyadi

(2013:5) prosedur adalah Suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Irra Crisyanti (2011:143) prosedur adalah Tata cara kerja yaitu rangkaian

tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan

merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan

mencapai tujuan akhir. Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2009:30) prosedur

adalah suatu urutan-urutan pekerjaan klerikal (clerical), biasanya melibatkan

beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, untuk menjamin perlakuan yang

seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi.

2.2 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut para ahli yang dilihat dari berbagai perspektif.

Andriani dalam Sari (2013:34) mengatakan, “pajak adalah iuran masyarakat

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak

mendapatkan prestasi  kembali yang langsung dapat  ditunjuk  dan  yang gunanya

adalah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Soemitro dalam Sari (2013:34)

mengatakan “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang

berbunyi “pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara

untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public

saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”.
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Djajadiningrat dalam Sari (2013:34) mengatakan “pajak adalah suatu

kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan,

kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut

bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan

pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa timbal balik dari

negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Berdasarkan definisi tentang pajak yang dipaparkan, pengertian baik

secara ekonomis atau pengertian secara yuridis dapat ditarik kesimpulan tentang

ciri-ciri yang terdapat pada definisi pajak (Sari, 2013:37) antara lain sebagai

berikut:

a. Adanya iuran dari masyarakat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara (baik pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah)

b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.

Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang

menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk

keperluan negara diatur dalam undang-undang”.

c. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.

Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban

perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-

undangan.

d. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung

dapat ditunjuk secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar

pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya

dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

e. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum

pemerintah. Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin

maupun pembangunan. Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk

membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun

pembangunan), maka sisanya digunakan untuk public investment.
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f. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

2.2.1 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2011:25) asas-asas pemungutan pajak yang

dikenal dengan nama four cannons atau the four maxims dapat

dikelompokkan sebagai berikut:

1. Equality
Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan

kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya

dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak

diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi diantara sesama

Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan

sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

2. Certainty
Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal

kompromi kompromis (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian yang

diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan

ketentuan mengenai pembayarannya.

3. Convenience of Payment
Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak,

yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/

keuntungan yang dikenakan pajak.

4. Economy of Collections
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin,

jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak

itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang

dikeluarkan lebih besar dari pada penerimaan pajak yang akan diperoleh.

UPT Perpustakaan Universitas JemberUPT Perpustakaan Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


10

2.2.2 Fungsi Pajak

Untuk menjalankan fungsinya, pemerintah membutuhkan sumber

pendanaan atau modal. Salah satu sumber pendapatan tersebut diperoleh

dari pungutan pajak. Selain sebagai sumber pendanaan, pungutan pajak

juga dapat digunakan sebagai pengatur dalam melaksanakan kebijakan

pemerintah. Menurut Mardiasmo (2011:1-2), ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh, pajak yang tinggi

dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi

minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang

mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Selain dua fungsi pajak  tersebut, pajak juga memiliki fungsi lain

Sari, (2013:40) yaitu:

1. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat

dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur

peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang

efektif dan efisien.

2. Fungsi Re-Distribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
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3. Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong

royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada

masyarakat pembayar pajak.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka

pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut

(Mardiasmo,2011:2):

1.Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang

dan pelaksanaan pemungutan harus adil.Adil dalam perundang-

undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan pengajuan

banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2.Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara

maupun warganya.

3.Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi

masyarakat.

4.Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus bisa ditekan

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5.Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat

ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.
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2.2.4 Pengelompokan Pajak

Sari (2013:43) membagi pengelompokan pajak menurut

golongannya sebagai berikut:

1. Menurut Pembebanan

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh

Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan

kepada orang lain serta dipungut secara berkala. Contoh: Pajak

Penghasilan, PBB.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain serta pajak ini

tidak mempergunakan Surat Ketetapan Pajak. Contoh: Pajak

Pertambahan Nilai, PPnBM, Bea Materai.

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan

pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib

Pajak. Pajak ini disebut pajak langsung. Contoh: Pajak

Penghasilan.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya,

yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan,

perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya

kewajiban membayar. Besarnya tidak ditentukan oleh keadaan

Wajib Pajak. Pajak ini disebut pajak tidak langsung karena tidak

langsung pada subjeknya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Kewenangan

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat

dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan

pembangunan (APBN). Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

(baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota)

dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah
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(APBD). Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan

Bermotor.

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel (Mardiasmo,

2011:6-7) yaitu:

a. Stelsel Nyata (Real Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata),

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun

pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan

stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan

kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode

(setelah penghasilan riil diketahui)

b. Stelsel Anggapan (Assumption Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh

undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah

dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak

yang berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar

selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.

Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak

berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan

suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak

disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak

menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan,

maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil

kelebihannya dapat diminta kembali.
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2. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

oleh Wajib Pajak.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang

terutang.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2.2.6 Tarif Pajak

Sari (2013:46) ada dua prinsip keadilan, yaitu:

1. Benefit principle

Berapa keuntungan yang diperoleh di Negara yang bersangkutan (seperti

keamanan, fasilitas jalan yang baik), maka bayarlah pajak sesuai dengan

keuntungannya.

2. Ability to pay

Melihat kemampuan seseorang untuk membayar pajak.Berbicara

kemampuan maka berbicara mengenai penghasilan.

a. Horizontal Equity yaitu orang yang berpenghasilan sama dalam

keadaan atau kondisi yang sama, situasi yang sama, tanggungan

sama akan dikenakan pajak yang sama pula.

b. Vertical Equity yaitu orang membayar pajak dalam jumlah yang

tidak sama karena kondisinya (income bracket) tidak selalu sama.

Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan adanya keadilan

dapat diciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk

kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapan tarif harus berdasarkan

keadilan. Yang dimaksud dengan tarif pajak adalah tarif yang digunakan
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untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Besarnya tarif pajak

dapat dinyatakan dalam bentuk persentase.

Terdapat empat macam tarif pajak yang dikemukakan oleh Sari (2013:46),

yaitu:

1. Tarif Sebanding atau Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap

besarnya nilai yang dikenai pajak. Persentase yang konstan yang

diterapkan terhadap berapapun dasar pengenaan pajak nya menyebabkan

pajak terutang meningkat apabila dasar pengenaan pajak meningkat dan

sebaliknya pajak terutang menurun apabila dasar pengenaan pajak

menurun. Contoh: Tarif PPN sebesar 10%.

2. Tarif Tetap

Tarif yang besarnya merupakan jumlah yang tetap, tidak berubah jika yang

dijadikan dasar perhitungan berubah. Dengan kata lain besarnya pajak

yang terutang dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang konstan

berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contoh: Tarif Bea Materai Rp 3.000

dan Rp 6.000.

3. Tarif Progresif

Tarif berupa persentase yang semakin besar atau meningkat apabila dasar

pengenaan pajaknya semakin meningkat. Penerapan tarif progresif untuk

menghitung pajak terutang dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak.

Dasar tarif progresif adalah sewajarnya wajib pajak membayarnya sesuai

dengan kemampuannya.

4. Tarif Degresif

Tarif berupa persentase yang semakin kecil atau menurunapabila dasar

pengenaan pajaknya semakin menurun. Penerapan tarif degresif untuk

menghitung pajak terutang dilakukan dengan menerapkan lapisan pajak.
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2.2.7 Teori Pemungutan Pajak

Hukum pajak harus berdasarkan keadilan dan untuk menyatakan

keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak, ada beberapa teori

dasar pemungutan pajak menurut Sari (2013:75), yaitu:

1. Teori Asuransi

Bahwa pajak disamakan dengan pembayaran premi untuk perlindungan

seperti terdapat dalam asuransi pertanggungan. Jadi perlindungan yang

diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan

keamanan jiwa serta harta benda memerlukan suatu pembayaran dalam

bentuk pajak.

2. Teori Kepentingan

Sudah selayaknya apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh negara untuk

kepentingan penduduk (termasuk perlindungan terhadap jiwa dan harta),

dibebankan kepada rakyat. Jadi beban pajak dipungut berdasarkan tingkat

kepentingan masyarakat dalam suatu negara.

3. Teori Daya Pikul

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa yang diberikan oleh

negara kepada warganya dalam bentuk perlindungan jiwa dan harta,

sehingga wajar apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh negara tersebut

dipikulkan kepada yang menikmatinya. Jadi pembebanan pajak harus sama

besarnya untuk setiap orang sesuai dengan daya pikulnya masing-masing.

4. Teori Bakti

Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan warga negara

mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai bukti tanda baktinya

kepada negara yang menyelenggarakan berbagai kepentingan umum.

5. Teori Daya Beli

Keadilan pemungutan pajak adalah dengan melihat aspek timbal balik

terhadap kedua belah pihak, masyarakat dan negara. Warga negara harus

membayar berdasarkan kemampuan membelinya, apabila daya belinya

besar berarti pendapatannya besar pula. Daya beli tersebut oleh negara
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disebut pajak, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat

melalui pembangunan.

2.3 Pengertian Pajak Reklame

Pengertian Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk

menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk (suatu

berupa barang atau jasa) kepada konsumen dengan cara yang menarik, sehingga

konsumen ingin memiliki, menggunakan atau membelinya.

2.3.1 Macam-macam Reklame

Jenis atau macam-macam reklame merupakan wujudan dari

reklame itu sendiri. Jenis- jenis reklame dapat dikelompokkan menurut

tujuan pengadaannya, sifatnya, tempat pemasangannya dan medianya, dan

berikut kelompok macam-macam reklame

a. Menurut tujuan pengadaannya yaitu:

1. Reklame non-komersial

Reklame nonkomersial adalah reklame yang dibuat untuk

kepentingan social, yaitu mengajak, menghimbau,

menyampaikan informasi kepada masyarakat agar bersedia

mengikuti pesan yang disampaikan. Reklame ini biasanya

datang dari pemerintah pusat maupun daerah.

2. Reklame komersial

Reklame komersial adalah reklame yang dibuat untuk

kepentingan bisnis. Tujuannya adalah agar mendapat

keuntungan sebesar-besarnya, biasanya datang dari

perusahaan atau bahan usaha milik Negara maupun swasta.

b. Menurut sifatnya yaitu

1. Reklame Peringatan

Reklame peringatan adalah jenis reklame yang digunakan

untukmengingatkan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan

dengan kewajiban dari lembaga pemerintah.

2. Reklame permintaan atau ajakan

Reklame permintaan atau ajakan merupakan jenis reklame

UPT Perpustakaan Universitas JemberUPT Perpustakaan Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


18

yang bernada meminta atau mengajak warga masyarakat

agar bersedia menerima ajakan, reklame ini biasa datang dari

pihak pemerintah, swadaya masyarakat, maupun swasta.

3. Reklame penerangan

Reklame penerangan adalah reklame jenisn yang informatif,

itu berarti bersifat menyampaikan informasi kepada

masyarakat. Biasanya sering digunakan oleh pemerintah

untuk menyampaikan program-programnya.

c. Reklame menurut pemasangannya yaitu:

1. Reklame luar ruang

Reklame luar ruang merupakan reklame yang operasinya

diluar rumah atau gedung. Bentuk reklame luar ruang

biasanya lebih bebas dibandingkan reklame dalam ruang.

Reklame jenis ini misalnya papan nama, papan reklame,

spanduk, pamflet dan LED.

2. Reklame dalam ruang

Gambar reklame yang cocok dipasang didalam ruangan

(indoor) adalah gambar reklame yang berukuran kecil atau

sedang dengan bahan yang tidak perlu tahan oleh air dan

matahari. Seperti reklame yang terdapat didalam rumah atau

gedung seperti di toko-toko, supermarket, digedung bioskop,

dan sebaliknya.

d. Menurut medianya yaitu:

1. Reklame audio

Media yang digunakan adalah suara atau kode bunyi-bunyian

tertentu, baik dengan alat tertentu atau dengan vokal suara.

Contohnya pada bentuk reklame tradisional. Tetapi reklame

audio modern sekarang sudah banyak menggunakan yang

melalui siaran radio.
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2. Reklame visual

Media yang digunakan adalah objek yang dapat dilihat mata

dan gambar, baik gambar diam maupun gambar yang

bergerak (film).

3. Reklame audio visual

Menggunakan media gabungan dari audio dan visual.

Contohnya pada bentuk reklame yang ditayangkan di

televisi, slide atau vidio klip. Penyampaian reklame ini

dianggap paling berhasil karena menarik dan lebih mudah

dipahami.

2.4 Pengertian Pajak Reklame Daerah

2.4.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah menurut Siahaan (2010:9), adalah iuran wajib yang

dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Surbakti (2014:213), pemerintah daerah dapat

memperoleh penerimaan pajak melalui tiga sumber: bagi hasil pajak yang

dikenakan dan dipungut oleh pemerintah pusat; tambahan pajak yang

dipungut oleh pemerintah daerah di atas pajak yang dipungut dan

dikumpulkan oleh pemerintah pusat; pajak yang dikumpulkan dan ditahan

oleh pemerintah daerah sendiri. Untuk sumber yang ketiga, yaitu pajak

yang dipungut oleh pemerintah daerah harus memiliki dasar hukum

sebagai kewenangannya. Dasar hukum dapat ditetapkan berdasarkan

peraturan dari pemerintah pusat. Namun, ada juga pajak daerah yang
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dikenakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan

daerah.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah akan lebih mudah

dilihat manfaat dan penggunaannya oleh para pembayar pajak. Hal ini

menyebabkan seseorang lebih bersedia untuk membayar pajak kepada

pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat (Surbakti,

2014:213). Semakin rendah tingkat pemerintahan daerah maka semakin

dekat antara pemungut dengan pembayar pajak yang akan mendukung

teori efisiensi. Akan tetapi, selain keuntungan efisiensi tersebut, pajak

yang dipungut oleh pemerintah daerah memiliki masalah yaitu adanya

variasi kemampuan administrasi dan kemauan politis antardaerah (Davey

dalam Surbakti,2014:213)

2.4.2 Fungsi Pajak Daerah

Berdasarkan fungsi pajak secara umum, maka dapat diambil secara

garis besar fungsi pajak daerah, yaitu:

a. Fungsi anggaran (Budgetair), yaitu sebagai sumber penghimpunan

dana melalui kas daerah untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran

atau pembangunan daerah.

b. Fungsi pengaturan (Reguler), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

2.4.3 Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian (Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009),yaitu:

Tabel 2.4.3
Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Hotel
Bea Balik Nama Kendaraan Pajak Restoran
Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Pajak Hiburan
Pajak Air Permukaan Pajak Reklame
Pajak Rokok Pajak Penerangan Jalan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
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Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan
BPHTB

Sumber : Undang-Undang No.28 Tahun 2009

2.4.4 Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan

dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum

terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca,

didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Berdasarkan Peraturan

Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2011 Tarif pajak ini ditetapkan

sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

2.4.5 Objek Pajak Reklame

Dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang pajak

reklame disebutkan bahwa Objek pajak reklame adalah semua

penyelenggaraan reklame, yaitu meliputi :

a. Reklame papan nama tiang/ billboard/ bersinar/ neonbox/ shopsign/

megatron;

b. Reklame kain dalam bentuk spanduk, umbul-umbul, baliho, banner,

layar toko dan sejenisnya;

c. Reklame melekat, stiker, termasuk pengecatan pada dinding dan

sejenisnya;

d. Reklame selebaran;

e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

f. Reklame udara;

g. Reklame apung;

h. Reklame suara;

i. Reklame film/slide dan
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j. Reklame peragaan

Selain itu objek pajak reklame yang dikecualikan atau yang bukan

objek Pajak Reklame yakni :

a) Penyelenggara reklame melalui internet, televisi, radio, warta

harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya

b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk

sejenis lainya;

c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada

bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai

dengan ketentuan yang menggatur nama pengenal usaha atau

profesi tersebut;

d) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau

pemerintah daerah; dan

e) Penyelenggaraan reklame lainya yang ditetapkan adakan khusus

untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa

sponsor.

2.4.6 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame sedangkan dan

wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan

reklame. Reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan

yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak

reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila

penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga (perusahaan

jasa periklanan), maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

2.4.7 Dasar Hukum

Pajak Reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya

harus seluruhnya diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota. Pemungutan

pajak reklame di Kabupaten Probolinggo saat ini berdasar pada hukum

yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak
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yang terkait. Dasar pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau

kota yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak

Reklame. Teruntuk di Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Probolinggo Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Daerah

Nomor 15 Tahun 2015 tentang pajak Reklame.

5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Probolinggo.

6. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 40 Tahun 2011 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Dengan Pembaharuan Undang-undang dan sistem pajak daerah

diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan

Pajak Daerah yang umumnya dan Pajak Reklame pada khususnya juga

akan meningkat. Pajak ini dikenakan atas semua penyelenggaraan

reklame. Seperti diketahui pajak reklame dikenakan atas semua

penyelenggaraan reklame, otomatis yang menjadi objeknya adalah semua

penyelenggaraan reklame.

2.5  Pengertian Pemungutan dan Penyetoran

2.5.1 Pengertian Pemungutan

Secara etimologi pemungutan berasal dari Pungut yang berarti menarik

atau mengambil. Sedangkan di dalam ketentuan umum Undang-Undang

Nomor 18 tahun 1997, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah suatu

rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek subjek Pajak

Retribusi, penetapan besarnya Pajak atau Retribusi yang tertuang sampai
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kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi wajib Pajak atau Retribusi serta

pengawasan atau penyetoran. Dari definisi diatas dapat dikemukakan

bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana

dari masyarakat wajib Retribusi yang dimulai dari himpunan data dari

objek dan subjek Retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya.

Sedangkan pengertian pemungutan menurut Pandiangan (2007:88)

adalah sebagai berikut: “Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan

mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak atau Retribusi,

penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan

penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi

serta pengawasan penyetorannya”.

2.5.2 Pengertian Penyetoran

Priantara (2013) menyatakan bahwa wajib pajak, wajib atau menyetor

pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke

kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan Peraturan

Menteri Keuangan, yaitu Kantor Pos atau bank persepsi (bank yang

ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak) atau

sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SSP. SSP

berfungsi sebagai bukti pembayaran apabila telah disahkan oleh Pejabat

Kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah

mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan, yaitu telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan

Negara (NTPN).

Menurut Pandiangan (2014:39) pengertian pembayaran atau penyetoran

pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk

melunasi pajak yang terutang dengan menggunakan uang ke bank persepsi

dan/atau kantor pos persepsi atau melalui mekanisme lainnya dalam

Administrasi Direktorat Jendral Pajak.
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BAB 3

METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Untuk waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

(PKN)  adalah sebagai berikut :

3.1.1  Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan selama kurang

lebih 1 bulan mulai tanggal 19 Februari s.d 13 April 2018. Adapun

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam Kantor

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo yaitu:

Tabel 3.1.1 Daftar hari dan jam kerja Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

Sumber: Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

3.1.2  Tempat Pelaksanaan

Sedangkan tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

berlokasi di Badan Keuangan Daerah Kab. Probolinggo yang beralamat

di JL.Raya Panglima Sudirman No.134 TLP.(0335) 846651 FAX (0335)

846651 Kraksaan-Probolinggo.

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat

Senin s/d Kamis 08.00 - 15.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB

Jum’at 08.00 - 10.00 WIB -

Sabtu&Minggu Libur Libur
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3.2  Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Probolinggo  terdapat 5 (lima) bidang antara lain bidang

anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, bidang pengelolaan

aset, dan bidang pendapatan.

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas

Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pemungutan Dan Penyetoran

Pajak Reklame Oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo”.

Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis ditempatkan

pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo di Bidang

Pendapatan.

3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis melaksanakan

beberapa kegiatan yang ada di Kantor Badan Keungan Daerah Kabupaten

Probolinggo yang dapat dilihat dalam tabel 3.2.2 berikut ini:

Tabel 3.2.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penanggung Jawab

Senin, 19 Februari 2018 a. Diterima di Badan

Keuangan Daerah oleh

Kepala BKD

b. Penempatan di Bidang

Pendapatan

a. Pak Santiono dan

Pak Susilo

Selasa, 20 Februari 2018 Survey Lapangan Pak Arief

Rabu, 21 Februari 2018 Menata arsip pajak PBB Pak Arief
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Kamis, 22 Februari 2018 Membantu input data PBB Pak Arief

Jumat, 23 Februari 2018 Mengetik surat Pak Arief

Senin, 26 Februari 2018 Mengelompokkan dokumen

pajak

Pak Arief

Selasa, 27 Februari 2018 Menggandakan dokumen Pak Arief

Rabu, 28 Februari 2018 Mengecek dan menyusun

dokumen pajak menurut

masa pajaknya

Pak Arief

Kamis, 01 Maret 2018 Mengarsipkan surat

keputusan

Pak Arief

Jumat, 02 Maret 2018 Membantu menata lemari

arsip PBB

Pak Arief

Senin, 05 Maret 2018 Membantu input data pajak

mamin

Mas David

Selasa, 06 Maret 2018 Membantu input data pajak

mamin

Mas David

Rabu, 07 Maret 2018 Membantu input data pajak

mamin

Mas David

Kamis, 08 Maret 2018 Membantu input data pajak

mamin

Mas David

Jumat, 09 Maret 2018 Apel pagi dan menginput

data pajak mamin

Mas David

Senin, 12 Maret 2018 Ijin Ke Kampus Ibu Sundari
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Selasa, 13 Maret 2018 Ijin Ke Kampus Ibu Sundari

Rabu, 14 Maret 2018 Mempelajari materi tentang

pajak reklame yang

diberikan

Mas Tio

Kamis, 15 Maret 2018 Input data pajak reklame Mas Tio

Jumat, 16 Maret 2018 Apel pagi dan input data

pajak reklame

Mas Tio

Senin, 19 Maret 2018 Input data pajak reklame Mas Tio

Selasa, 20 Maret 2018 Survey lapangan pajak

hotel

Pak Arief

Rabu, 21 Maret 2018 Membuat laporan Pak Susilo

Kamis, 22 Maret 2018 Menghadiri rapat Pak Susilo

Jumat, 23 Maret 2018 Meminta tanda tangan

kepala bidang pendapatan

tentang pajak reklme

Mas Tio

Senin, 26 Maret 2018 Apel dan input data pajak

ABT

Mas Budi

Selasa, 27 Maret 2018 Input data pajak ABT Mas Budi

Rabu, 28 Maret 2018 Input data pajak ABT Mas Budi
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Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu

data kuantitaf. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa symbol angka

atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa

Surat Setoran pajak, Surat Pemberitahuan, dan Bukti pembayaran.

Kamis, 29 Maret 2018 Input data pajak BPHTB Pak Arief

Senin, 02 April 2018 Mengurutkan Arsip Pak Arief

Selasa, 03 April 2018 Input data pajak mamin Mas David

Rabu, 04 April 2018 Rapat Pak Susilo

Kamis, 05 April 2018 Input data pajak ABT Mas Budi

Jumat , 06 April 2018 Mengurutkan Arsip Pak Arief

Senin, 09 April 2018 Input data pajak ABT Mas Budi

Selasa, 10 April 2018 Input data pajak reklame Mas Tio

Rabu, 11 April 2018 Membaca tentang pajak

reklame disana

Mas Tio

Kamis, 12 April 2018 Permohonan ijin

meninggalkan tempat

magang

Pak Santiono dan Pak

Susilo
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3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data kuantitatif dalam tugas akhir ini adalah data mengenai

penerimaan pajak reklame, dan data angka lainnya yang

diperlukan untuk penunjang dalam hal ini.

3.3.2 Sumber Data

Data dari laporan ini berasal dari dua sumber, yaitu sebagai

berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diambil langsung dari pusat data

atau melalui survei lapangan (Mudrajad Kuncoro, 2009:148).

Data dalam laporan ini bersumber dari responden secara

langsung yang dikumpulkan melalui survei lapangan dengan

menggunakan teknik pengumpulan data tertentu yang dibuat

secara khusus untuk itu. Pengumpulan data primer dalam

laporan ini melalui wawancara secara langsung dengan pihak-

pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Data Sekunder, yaitu data yang biasanya telah dikumpulkan oleh

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat

pengguna data (Mudrajad Kuncoro, 2009:148). Data sekunder

dalam penelitian ini, yaitu mengambil data dokumentasi pada

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dan pada

pihak-pihak terkait lainnya yang dapat menunjang penyusunan

hasil tugas akhir ini. Sumber data sekunder seperti artikel,

internet, jurnal, dan lain-lain.
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3.4 Metode Pengumpulan Data

Di dalam laporan tugas akhir ini, penyusunan tugas akhir menggunakan

berbagai teknik dalam pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Pustaka
Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunkan

buku, internet, undang-undang dan referensi lainnya yang

berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

b. Wawancara
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui

tanya jawab kepada narasumber.

Nama : Bapak Arief

Jabatan : Sub Bidang Penetapan

Tempat : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

1. Bagaimana cara perhitungan pajak reklame disini ?

2. Bagaimana pemungutan pajak reklame nya ?

3. Bagaimana Penyetoran pajak reklame nya ?

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat

oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Contoh

dokumen Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,

buku, dan sebagainya.
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Lampiran 29: Lampiran hasil wawancara

Nama : Bapak Arief

Jabatan : Sub Bidang Penetapan

Hari, tanggal : Kamis, 17 Mei 2017

Tempat : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

1. Bagaimana cara perhitungan pajak reklame disini ?

Jawab:

“tinggal dikali 25% saja, contohnya seperti ini, ada suatu PT

ingin memasang reklame papan nama bersinar ukuran 3 x 4

terus dikali sesuai dengan nilai sewa reklame yaitu Rp

1.000.000, setelah itu tinggal dikali 25%, hasilnya Rp

3.000.000”

2. Bagaimana pemungutan pajak reklame nya ?

Jawab:

“tinggal dipungut saja, wajib pajak datang kesini menerima

SKPD, setelah itu BKD mencetak SSPD dan diberikan kepada

wajib pajak”

3. Bagaimana Penyetoran pajak reklame nya ?

Jawab:

“kalau penyetoran itu ke bank jatim mas,wajib pajak membayar

ke bank jatim sesuai pajak yang tertera di SKPD”
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